
FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

UANG MUKA DALAM MURABAHAH 
 

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam 
permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka; 

b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan 
memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai 
dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

آيوبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد متنايدا إِذَا تونآم نا الَّذِيهأَيه …  
 “Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi 

utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, 
tuliskanlah….” 

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

دِ آيقُوا بِالْعفُوا أَوونآم نا الَّذِيهأَي… 
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

          رلَّ حأَح لاَلاً أَوح مرا حلْحإِلاَّ ص لِمِينسالْم نيب ائِزج لْحـا  اَلصام
 .والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم إِلاَّ شرطًا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ حراما

 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 
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ارلاَضِرو ررلاَض. 

 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” 

5. Kaidah fiqh: 

 .ها الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ دلِيلٌ علَى تحرِيمِيلأَصلُ فِاَ
 “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 .اَلضرر يزالُ
 “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual 
beli adalah boleh (jawaz). 

Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

  b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal  17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH 

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka: 

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan 
Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila 
kedua belah pihak bersepakat. 

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat 
meminta tambahan kepada nasabah. 

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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 Ditetapkan di : Jakarta 

  Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H. 
       16   September    2000 M. 

 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua,  Sekretaris, 

 
 

 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh    Dr. H.M. Din Syamsuddin 
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

DISKON DALAM MURABAHAH  
 

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 
Dewan Syari’ah Nasional, setelah 

Menimbang : a. bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah 
penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) 
pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan 
sesuai dengan kesepakatan; 

  b. bahwa penjual (Lembaga Keuangan Syari’ah, LKS) terkadang 
memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama 
(supplier); 

  c. bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah 
diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga 
penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga 
sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) 
sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) 
menggunakan harga setelah diskon. 

  d. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip 
syari’ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah 
tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

 …ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ 

   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 

  2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

مـا  اَلصلْح جائِز بين الْمسلِمِين إِلاَّ صلْحا حرم حلاَلاً أَو أَحـلَّ حرا           
 .والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم إِلاَّ شرطًا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ حراما

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 
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3. Kaidah fiqh: 

 .الأَصلُ فِى الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ دلِيلٌ علَى تحرِيمِهاَ

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 .أَينما وجِدتِ الْمصلَحةُ فَثَم حكْم االلهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 
Allah." 

Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

  b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH 

Pertama : Ketentuan Umum 

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang 
disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai 
(qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi 
maupun lebih rendah. 

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya 
yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan. 

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari 
supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena 
itu, diskon adalah hak nasabah. 

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon 
tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang 
dimuat dalam akad. 

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah 
diperjanjikan dan ditandatangani. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



 16  Diskon dalam Murabahah  3 

 
Dewan Syariah Nasional MUI 

 Ditetapkan di : Jakarta 

 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H. 
      16   September    2000 M. 

 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua,  Sekretaris, 

 
 

 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh    Dr. H.M. Din Syamsuddin 



FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

SANKSI ATAS NASABAH MAMPU  
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN 

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari 
Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual 
beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS 
dilakukan secara angsuran; 

  b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban 
pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, 
pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di 
antara kedua belah pihak; 

  c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa 
kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat 
dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran tersebut menurut syari’ah Islam; 

  d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang 
sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 
menurut prinsip syari’ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh 
LKS. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma’idah [5]: 1: 

دِ آيقُوا بِالْعفُوا أَوونآم نا الَّذِيهأَي… 

   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 

  2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

ما اَلصلْح جائِز بين الْمسلِمِين إِلاَّ صلْحا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ حرا
 .والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم إِلاَّ شرطًا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ حراما

   “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 

  3. Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim 
dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, 
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Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn 
Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu 
Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami 
dari Abu Hurairah): 

ظُلْم نِيطْلُ الْغم…  

   “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman…” 

  4. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud 
dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan 
Ahmad dari Syuraid bin Suwaid: 

هتبقُوعو هضحِلُّ عِراجِدِ يالْو لَي.  

   “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya.” 

  5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 

ارلاَضِرو ررلاَض.  

   “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” 

  6. Kaidah fiqh: 

.اتحرِيمِه علَى دلِيلٌلأَصلُ فِى الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ اَ  

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 .اَلضرر يزالُ
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 

Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

  b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG 
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN 

Pertama : Ketentuan Umum 
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1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang 
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi 
menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau 
tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar 
hutangnya boleh dikenakan sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar 
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 
ditandatangani. 

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 Ditetapkan di : Jakarta 
 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H. 
      16   September   2000 M. 

 
 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua,  Sekretaris, 

 
 

 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh    Dr. H.M. Din Syamsuddin 

 



 

 

 

 

 

FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 

Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 

Tentang 

JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 

 

 ���� ����	
 �� ����	
 �
 �� ����  
 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)setelah, 

Menimbang : a. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat  

saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak 

tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh 

(ta’jil);  

b. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak 

tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan 

umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan 

pendapat yang tidak membolehkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan 

dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak 

tunai untuk dijadikan pedoman. 

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275: 

 … ��������  �
  ��������	
  �������� �����	
… 

"…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba…." 

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain: 

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu 

Sa'id al-Khudri: 

 ����� �������� � �	!�� � �����" �
 #���$ �
 ���%���& �'�� : ) *+
����, ���" ��������	
 ���-�.) 0
�&
'��� ��
  11$� 234��	
 � 56�7 ��
( 

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu 

hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua 

belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai 

shahih oleh Ibnu Hibban). 

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, 
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dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin 

Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: 

 �� �9�:	
�� �;�<�=	��� �;�<�=	
�� ������	��� >�����	
�� �5�?�@�	��� �5�?�@�	
�� �A�B�C	��� �A�B�C	

 �D�@����: �E
 
�F�G�H )*I���� 
 JI�K )*L
�%���� JL
�%�� ) *��M��N JO�M�7 �P�� �9�	��� �P���9�	
�� �� �9�:	���

 �Q �R���S 
�%�<������H �T��U�$�V�
 �0�C�B *I���� 
 JI�K �'��S 
�F�. ���:�W. 

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, 

gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma 

dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat 

harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya 

berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara 

tunai.” 

c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, 

Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi 

s.a.w. bersabda: 

 �L� �B�� �L� �B �Y�. �J��& �Z�&�%�	��� �A�B�C	�
... 

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali 

(dilakukan) secara tunai.” 

d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi 

s.a.w. bersabda: 

 ) *[�<��� #���" � �4�?�<��� 
�%>@ �=�, �Y�� *��M��N JO�M�7 �Y�. �A�B�C	��� �A�B�C	
 
%�<������, �Y
 �Z�&�%�	
 
%�<������, �Y�� �Y�� ) *[�<��� #���" � �4�?�<��� 
%>@ �=�, �Y�� *��M��N JO�M�7 �Y�. �Z�&�%�	���

 *\ �6��U�� �J��]��̂  ��4��U �7 
%�<������,. 

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama 

(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas 

sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak 

kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan 

sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual 

emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang 

tunai.” 

e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid 

bin Arqam: 

�JU��K�_ �A�B�C	��� �Z�&�%�	
 ������� ���" �������� � �����" � ��	
 #���$ � ��	
 ��%���& #�4��` 

“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas 

secara piutang (tidak tunai).” 

f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-

Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: 

 �J7
���� ������ ���� JY�O�� ������ �J1���$ �Y�. �a�9�� ���9�	
 � �a��� b\�]��6 �P��>c	�
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�J7
���� ������ ���� JY�O�� ������ �Jd���Q �Y�. ���4�d����Q #���" �'%�9�� ���9�	
��.  

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di 

antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 

atau menghalalkan yang haram.”  
3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; antara lain: 

a. Kaidah Ushul: 

�J7 �I�"�� 
J_�%�6�� � �:���" ���7 �&���I�K �� �e��f�
. 

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak 

adanya ’illat.” (’Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu’ah al-

Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-

Mu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy, Riyadh: Dar 

’Alam al-Ma’rifah, 1999; J. 1, h. 395). 

b. Kaidah Fikih: 

 �g�_��<�	
  b5�9�e��h.  
“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan 

hukum.” (Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-

Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’iyah, 

al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221). 

c. Kaidah Fikih: 

 ��4�<�7 ���i����,�� ) �j�&
�_ � �9�@��� �S ��4�<�7 �&���I�, �I�]
�%�<�	
 #���" �5����,����:�9�	
 ��� �e ��� �V
 �'��
 >�U	� �S �D���i�� 
�F. �j �O�7��<�9�	
 �k �_%�3 ... 

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku 

bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) 

bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam 

muamalat…”. (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-

Furuq, j. 2, h. 228) 

d. Kaidah Fikih 

 ����� ���	
� ��� : �� ������� : �� ��������� ������� ���� � ���� !�"�� �#�$���� �% �&�' (�
 �% �&�)�
� ������*��$ ������*��$ ��+�,�- . ������/�
� �0�"�$ �1����2 ���3�� .  

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap 

hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat 

(kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) 

ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat 

berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-

Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68) 
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e. Kaidah Fikih: 

 �j�O�7��<�9�	
 �k ���$�V
 �� ����� �	
�  �Y�.��4��l����m #���" b����	�_ ���I�K �'��. 

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain: 

a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-

Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah, al-Qahirah: Dar al-

Salam, 2006, h. 136: 

 ��
���� ����
�� �� ����
���� �������� ��
�� �� 
� ���–  ��
�� 
������ ��
� ����
�� ���!– 
 ����"�� �#��������� ���$ � ���% �& �'
 �� �% ��� ��
�� ����% 
��$ 
(�) �*
 �+
,������

 -*
 �+ ���.  �/����� 
(0��� ���� 0+�� �%�1��+�. 2���
� �+ ��%� ���� �3����� ��
�� �#� ��������
 4�%�� 
5�� �� �� �6��<�	���  ��
������ �6��
%0 ���� �%���
0 �� �7�% 
� �� ����"�� 
8�+
�� �� 9 �# ��:
���

��� �% ���
�) �;����,������ �# 
��� ��
�� ��"
�) �*�%�� 
5� �����. ���! <=�%
 �&
�� - 
 ���+ 
����! �>
 �#��? �6�� �+ �� �@
�� �$ �A� B�� �� �A� �# 
��+�%" : �E�F ���������� �������� ����
���� �E

 -� ������� �2��1��G ��"
� �◌ �6 �
���
���� �E�� 9 -#
I ���� 2E 
◌ 
'��) "=%�&��� >��% .( ������
 �� �������� ���M�� N#������ 9 �3����� ��
�� �#����������� �#� ������� 
(���� 
 �+ �� �����. �� ����
��

 �6
. ��
�� �% 
�� � �'
 �� �6 
. ��
�� (����
���) ��:
� ����� ��
�� �> ��� 
8����
�� �'
 ����
 �@���� �$ ���� �2�� �$�� �2 
� ����.  

 �@
�� �$�� : ��
�� 
��� �2$
%�5 ����� �� �O�) �B�C	
 �A  ��
�� 
������ 0 ����
�� ���! ���� ����
��
 �*
+�,
����.  

 

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau 

disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di 

mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media 

pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi 

barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang 

diperjualbelikan dengan pembayaran tunah dan tangguh. 

Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham 

yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan 

diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis 

riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw 

bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas 

kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual 

emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas 

yang tunai.” (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung ‘illat 

bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan 
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transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah 

tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum 

berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada 

maupun tiada. 

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk 

menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan 

untuk dibuat dengan angsuran. 

 

b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mu’amalat al-

Maliyah al-Mu’ashirah, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 

133): 

 �[����� ����9�: �S
 �� �I�<�	 ) �n�%��o �Y �p�� ���3��:	��� �q�]��c	
 ���7 �#����f
 �L
�� �Q �r�	C�S��
 �q�]��c	
 ���7 *+���3�� �J?�K�� >P �c�K �Y�� )���9�M	
.  

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan 

pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan 

penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara 

berutang dari pengrajin.” 

c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam 

Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy, (Bayrut: al-Maktab al-

Islami, 1996), h. 322: 

 �I�3��, ���s �t�U	
 �'���� )� �9�4���H b5���̂ �%�7 �5�?�@�	
�� �A�B�C	
 �k �5���U �9�M	
 �'�� �P �?�:��K ��
 �[����3��:	
�� ���u��9�:	
 � �9�4��U ������ �5�	�_����9�	
 �k �A��o �vK�%���& JY��7 ��

�w�&����:�"
 �k bP�K���$
 �6 �I��m
 � �9���H �I�3�<�	
 �x����y � �k ������� � �k �I�3�<�	
 �x����y � �k �[����3��:	
�� � ���U

 �n�%�z����H )�5���U �9�M	
 �{�<�7 ���" �5�"��U�c	
 � �: �6�� �E�� ��7 �Y�. *[�<����� � �9�4 �?�<���
 ��:	
 �4��U �7 �x�U��|
 � �a��� ���}��@ �����<��,�� *P�� �}�%��, ���7 �~���� ��7 #���" �G���U	
 �'���_ � �9 *�.  

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan 

perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, 

uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya 

sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya 

wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis 

akad sepanjang jenisnya sama, dan  saling serah terima di 

majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, 

misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas 

atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang 

menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai 

tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan 

dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas 

dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak 

boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada 

keterangan sebelumnya.  

d. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai’ al-Dzahab bi al-
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Nuqud bi al-Taqsith: 

 �5�� �9��|
 �k �'�Y�%��� � ���H �L� �9���<���	 �p�� ���3��:	��� �5�����&�%�	
 �_�%�3>�U	��� �A�B�C	
 �������:  

 �����V�
 ���%�3�	�
 :	�
 �k ���4��U ������ *T�O �E #���" ) �����<	�
 �� �B�� ���M �S�� ���%��� �%�B�� )����� �1�:
 ���7 �A�B�C	
�� ���I�3��U	
 �Z�&�%�	
 �'�� ) ����U�B ��7 �n��������� ) ���%�3�	
 
 �C��� ���Y �I�: ���Y�


 �� 
 JI�K �Y�. ��4�< ������ �n�%��o �Y �'�����V�
�� ) �'�����V�
 ���7 �r�	F � �k �L��6 � �9�	 )*I��
 #���$ � ���U	
 �'�� � �U�" �
 �2

�}�& �D�7��c	
 ���� �g�_����" ���K�I�1�S ) ���K�_����V�

 ����� �������� � �����" �
) :  
�F�. ���:�W �Q �R���S 
�%�<������H ����U �6�V�
 �0�C�B �D�@����: �E
 
�FG�H

 *I���� 
 JI�K �'��S( b��� ���7 �0
���& ))1587.(  

 �
 �	 �3 �% ��  �M	
 � ��� : ��|
 �% �n
 �� ) �� �   �� ���  ��� �"� b5  �7 ��  �	
 �@ �3 �4 �L�  �	
 �9 �< �$� �� �K �� �7 ) ��  �� ��� �� �n �B �� 
 �=	
 �� ��  �" �� �I  ��	
 �� ��  ��	
 �< �I �� �" ) �� �E
 # �: �O *T  ��� ��� ��U �4 ��  �k �
  �Y �� �: �I �Y ��  �� �C 

 �	
 �3 �% �� �. ) �Y  �� �'  �� ��� �� �n  �7 �K � �� ��: �U �I  �	 �   �B �C �	
 
 �3 �% �� �7 ) �F � �S �� �0  �Q �� ��  �
 �� �� �O ��  ��
 �� 
 ��, �� �9 �� �5  �� ��
 ��  �	
 �3 �� ��  �7 ��  �6 �% �n
  ��� �� ��  ��f
 �� �2  �� �C	� �B �A  �̀ �� �� �W J5 �� ) �� ��  �� ���  ��
 �� 
 ��, �� �9 �� �5   �S �9 �k � �
  �Y �E �: �� �&� �j
 :  

" ��o �% �n  ��� �� �� 
 �	 �9 �c �% ��  �7 ��  �C	
 �B �A  �� �	
 �@ �? �5  ��� �U �� �   �7 ��  �̂ ��;  �Q
 � �� ��
  �:	
 �9 �u� �� )
 �� ��o �< ��  �\	
 �]
 �I  � �k  �7 �3 ��� ��  >c	
 ��U �< �5 �� ) �% bL
   �S �'�  �	
 ��� �� ��  �� vY�  �� ��  �7 �� �6 JO �7 ) ��� � 
 ��K �3 �c �I   �S �% �̀ �   ��� JU�" ) 

 �� �� �$ �� ��  �7 �U �   ��� �% ��  ��
 �� 
 �	 �3 �� �� :" �5 ������9�	
 �5�<��U�c	��� �j�&��$ �5������9�	
 �5������f
 �'��
 �'�����V�
 �x�U �6 ���7 �Y ) ������	
�� �������M	
 �x�U �6 ���7 �� ) �� �C ��� 
  ��� �A  �H ��� �4 �

 �\	
 �S �g� �H ) �O  ��o �� ��	
 � �� ��� � ��� ��U �4 �� � ��� � �a  �'�����V�
 �S ) �9 �Y �  ��o �� ��  ��� � �a  �'�����V�
 �� �� �]� �� 
 ��	
 �� ��)  �� �. �'   �S �̀� �D  �7 ��  �̂ ��;  �6 �U �� �4 �H )� �G �'  �B �C �0  �5�"��U�c	��� �� �I  �E �� �6 �D  �" �� 
 �7 �3 �c �% �_  �'�����V�
 �� ) �j�I�"��  �	 �:� �z �&� �g �H ) �O  ��h �C �� �&  � �k  ��� �� �< �4 ��� � �U �� �4�"...  #4:`


 a<�%�
 �O". �7)2/247 .(  
Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual 

beli emas dengan uang kertas secara angsuran: 

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas 

ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen 

paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang 

kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); 

sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali 

secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-

Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta 

ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai 
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kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’ 

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). 

Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di 

antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman 

As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan 

argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja 

argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah 

pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu 

Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli 

perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran 

tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan 

dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan 

al-Ba’liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min 

Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar al-

Istiqamah, 2005, h. 146):  

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak  

dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya 

(tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi 

atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan 

pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, 

selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga 

(uang).”  

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari 

emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan 

(menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya 

menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis 

harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas 

perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan 

tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) 

antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak 

berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga 

(uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis 

yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi 

perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar 

dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan 

bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena 

itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan 

emas dengan jenis yang sama...” (I’lam al-Muwaqqi’in; 

2/247). http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml 

e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’ al-

Dzahab bi al-Taqsith:  

 �. �'  �� �e ��  ��� �� ��  �C	
 �B �A  �� ��:	� �3 �� �� �p  �E
 ��: �� �R  �H �� �   �	
 �@ �3 �4 �L�  �" �� �U	
 # �1 �%  �:	
 � ���:  
� �    �� �
 �5 �3 �6 : �� �B �%  ��� �% ��  ��� �B� ��;  �	
 �@ �3 �4 �L�  �7 ��  ��f
 �U �@ �� �5 �� ) �	
 �9 �	� �e �� �5 )

 �� �=	
 �H� �< �� �5 �� ) ��f
 �U ��� �� �5.  
� �   �� �
 �7 �8 �2� : �� �B �%  �& �� ��  ��
 ��  ��, �� �9 �� �5  �� ��
 ��  �	
 �3 �� ��  �� �7 ��  �� ��H
 �3 �4 �9 �7 � �� 
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 �	
 �9 �< �$� �� �K ��.  
 �
 �� �: �I ��  �	
 �3 �]� �� �% �'  �� �	� �9 �U ��  �� �< �9 �% ��  �
 �V �� �_� �K ��  �	
 �% �&
 �_ �g  �k ��	
  �� �� )� �	
 � ��  

�H ��� �4�: » �Y 
 �, �� ��  �C	
 �B �A  �� �C	� �B �A  �� �Y  �	
 �@ �? �5  �� �	� �@ �? �5 �. ) �Y  �B ��� JL� *L�  �K �� J
I �� *I«.  
 �� �� �	� �% �. 
 �'  �A�B�C	
 �� �	
 �@ �? �5  �� ��� b'�  �Y  ��o �% �n  �H ��� �4 ��:	
 � �3 �� �� �p  �� �Y  ��� �� ��  �
 �V �6 �� )
 �V �̀ �   �7 �@ *[  �. �� ��	
  ���.  
 �� �'�%���]��3�	
 ���I�: ���
 �� ��|� �% �n
  ��N �K � �� �2:  
� �   �5�?�@�	
�� �A�B�C	
 �'�� �B �2  �� �� b�  ��, �� ���  �� �, �= ��: �� ��o � �� ��  �" �� ��� �4 �7 � � ������o

 �" �� ��	
 # �� �� �� ) ���  ��, �< �I  �� ��� J�`�.  
� �   �V �'  �� �6� �5  �U	
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Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama 

berbeda pendapat sebagai berikut: 

a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari 

mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;  

b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim 

dan ulama kontemporer yang sependapat.  

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan 

keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain 

menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan 

emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” 

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, 

alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan 

secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu 

menyebabkan riba. 
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Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh 

mengemukakan dalil sebagai berikut: 

a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang 

dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan 

lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). 

b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual 

beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas 

secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan 

manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. 

c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan 

berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan 

merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). 

Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam 

pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan 

harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam 

pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan 

barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. 

d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini 

ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, 

masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak 

terkira. 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih 

dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan 

adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas 

adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan 

urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. 
http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 

tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain 

sebagai berikut: 

a Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) 

emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan 

perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar 

pertukaran itu dilakukan secara  tunai; dan jika dilakukan 

secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran 

tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas 

dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal 

ribawiyah (barang ribawi). 

b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum 

dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 

di atas merupakan ahkam mu`allalah (hukum yang 

memiliki ‘illat); dan ‘illat-nya adalah tsamaniyah, 

maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis 

merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau 

pertukaran, uang). 

c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman 
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atau nuqud (jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para 

ulama, antara lain, sebagai berikut: 
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“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi 

media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun 

bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media 

tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, Buhuts fi 

al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 

1996, h. 178) 
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“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh 

masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak 

maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga 

keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah 

Ji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-

Fiqh wa al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23) 

d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa 

sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, 

dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika 

masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media 

pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas 

Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga 

keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status 

sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan 

atau perlakuan masyarakat). 

e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas 

atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai 

barang (sil’ah). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu 

al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak 

lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan 

perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama 

dengan barang (sil’ah). 

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memper-

hatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana 

dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat 

ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran 
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emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi 

sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi 

dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini. 

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 

5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas. 

 

   
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 

Pertama : Hukum 

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli 

biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, 

ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi 

(uang). 

Kedua  Batasan dan Ketentuan 

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 

jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanja-

ngan waktu setelah jatuh tempo. 

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai 

boleh dijadikan jaminan (rahn). 

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan 

atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan 

perpindahan kepemilikan.  

 

Ketiga : Ketentuan Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal          : 20 Jumadil Akhir1431 H

 03  Juni   2010   M 

 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, 

 

 Sekretaris, 

 

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH             DRS. HM. ICHWAN SAM 
 



FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL  

Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 

Tentang 

POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH 
 

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah, 

Menimbang  a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada 
Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya 
dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah 
disepakati antara LKS dengan nasabah; 

  b. bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan 
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu 
yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk 
memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran 
tersebut; 

  c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut 
menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam 
murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat 
secara umum. 

Mengingat  1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 

  …وأَحلَّ االلهُ الْبيع وحرم الربا…    
   "…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba…." 
 

  2. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 

يآ أَيها الَّذِين آمنوا لاَتأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ    
كُماضٍ مِنرت نةً عارنَ تِجكُوت...  

   “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan sukarela di antaramu…”. 

  3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

  …يآ أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ    
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”. 

   4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 
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وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا وتعاونوا علَى الإِثم …    
  )٢: المائدة(والعدوان 

   “… dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa….” 

   5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan 
shahihkan oleh Ibnu Hibban : 

عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضي االله عنه أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى    
رواه (إِنما الْبيع عن تراضٍ، : االلهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّم قَالَ

  )البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان
   Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.  

  6. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa 
hadis ini shahih sanadnya : 

وى ابن عباسٍ أنَّ النبي صلى االله عليه وآله وسلم لَما أَمر ر   
يا نبي االله، : بإخراجِ بنِي النضِيرِ جاءه ناس منهم، فقَالُوا

إِنك أمرت بإخراجِنا ولَنا على الناس ديونٌ لم تحِلَّ، فقال 
رواه  (ضعوا وتعجلُوا: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

  )الطبرني والحاكم في المستدرك وصححه
   Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika 

beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, 
datanglah beberapa orang dari mereka seraya 
mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau 
telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara 
kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum 
jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah 
keringanan dan tagihlah lebih cepat”.     

  7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

   يب ائِزج لْحلَّ اَلصأَح لاَلاً أَوح مرا حلْحإِلاَّ ص لِمِينسالْم ن
 لاَلاً أَوح مرطًا حرإِلاَّ ش وطِهِمرلَى شونَ علِمسالْما وامرح

  .أَحلَّ حراما
   “Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
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terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram.” 

  8. Kaidah fiqh: 

   لَّ ددةُ إِلاَّ أَنْ ياحلاَتِ اْلإِبامعلُ فِى الْملَى اَلأَصلٌ علِي
  تحرِيمِها

   “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

    
Memperhatikan  1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI 

Nomor: UUS/2/878 tahun 2002.  

  2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional 
pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 
Maret 2002 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN 
DALAM MURABAHAH 

Pertama :  Ketentuan Umum 

  1.  Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan 
pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari 
waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan 
potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan 
syarat tidak diperjanjikan dalam akad 

  2.  Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas 
diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.  

Kedua :  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

   Ditetapkan di : Jakarta 
 Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
    28     Maret     2002 M. 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

 
 

 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 
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